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TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA DAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Menimbahg

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan

1,

pembangunan, serta untuk tertib penatausahaan dan
pengelolaan keuangan daerah diperlukan pedoman untuk
melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Rokan Hilir, perlu
ditetapkan Pejabat dan tugas fungsinya untuk pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut agar
menjadi Pedoman untuk kordinasi dengan Organisasi
Perangkat Daerah,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola dan
Panatausahaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten
Rokan Hilir,

b.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355),

3.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679),

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502),

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574),
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575):

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155):

9,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593),



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir
dengan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI
PEJABAT PENGELOLA DAN PANATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1,

2.

10.

11,

12,

Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta organisasi Perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Rokan Hilir,3.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah
Organisasi Perangkat Daerah. di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Rokan
Hilir.

5,

Rencana Kerja Pemerintah Dacrah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah6.
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencdna Kerja SKPD, yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD, adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

7

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir,
yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan
pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.

8.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut
Musrenbang, adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut TAPD, adalah
tim ydng dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan
bupati dalam rangka penyusunan APBD.
Badari Anggaran DPRD, yang selanjutnya disebut Banggar, adalah
kelengkapan DPRD yang bertugas untuk menyusun APBD.

Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD,
kepald daerah/wakil kepala daerah dan organisasi perangkat daerah.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD,
adalah kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya
disebit dengan kepala BPKAD, yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang
dipimpinnya.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang
milik daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD,
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya, disingkat
PPK-SKPD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.

Pasal 2

Pejabat Pengelola dan Penatausahaan Keuangan Daerah di Kabupaten Rokan
Hilir adalah:
a.
b.
Cc.

d.

Se

Koordinator pengelolaan keuangan daerah adalah Sekretaris Daerah,
Pejabat!Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala BPKAD,
Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah:
Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang ditunjuk dilingkungan
satuan kerja pengelola keuangan daerah,k

. Pejabat' pengguna anggaran/pengguna barang adalah Kepala Satuan KerjaPpe.
di lingkungan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir,
Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-
tugas sebagaimana dimaksud dalam pada huruf e dapat melimpahkan
sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa
pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.

£

Pasal 3

kretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah mempunyai
tugas :

a. Dalam hal koordinasi bidang mempunyai tugas:
1) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD,
2) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah,
3) penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD,
4) penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD,



S)tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas
keuangan daerah, dan

6) penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

.Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b.
sekretaris daerah mempunyai tugas:
1) memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),
2) menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD,
3) menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah:
4) memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/ DPPA-SKPDj, dan
5)melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Koordihator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada
kepala'daerah.

DC

1

Pasal 4

Kepala BPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (Il)
huruf b mempunyai tugas:
a.
b.
Cc.

d.
e.

f.

menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah,
menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD,
melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah:
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD))
menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan
melakdanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
kepala daerah.

Pasal 5

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai Tugas :

A0
O
p

m
na

. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD,

. mengesahkan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD,
. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD,
.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

DIr

pengeluaran kas daerah,
menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD),
menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama
pemerintah daerah:
melaks4nakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,

. menyajikan informasi keuangan daerah, dan
melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan
barang milik daerah.

Pasal 6

(1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
d ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

(2) Kuasa'BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. menyiapkan anggaran kas,
b. menyiapkan SPD,
c. menerbitkan SP2D,
d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah,



e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk:f mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
APBD,

g. menyimpan uang daerah:
h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan
investasi daerah,

i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum daerah:

j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah: dan
k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.

9m

(3) Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

Pasal 7

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan BPKAD untuk
melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD,
b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD,
Cc. menyidpkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama

pemerintah daerah:
. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah:
. menyajikan informasi keuangan daerah: dan
melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan
barangmilik daerah.
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O
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Pasal 8

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
a. menyusun RKA-SKPD,
b. menyusun DPA-SKPD,
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran

belanja:
d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya,
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran,
f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak,
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan:
h. menandatangani SPM,
i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya,
j- mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya,

k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya,
1. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya,
m.melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah, dan

n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui
sekretaris daerah.

ecd

Pasal 9

(1) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1)
huruf f berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran
jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau
rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.



(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.

(3) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
pengguna anggaran/ pengguna barang.

Pasal 10

Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Bupati
ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 2017

BUPATNROKAN HILIR,

SUYATNO
Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPAAMEN ROKAN HILIR,

SURYA ARFAN

BERITA DANRAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2017 NOMOR

Salinan-sesuai dengan aslinya
: HUKUM DAN HAMKE
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